Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINANPENETAPAN
Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Bms

H}\QAAJS\A\NHQ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxXXXXXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX XXXXXX,
Desa XxXxXxXxxXxxxx, Kecamatan XXxXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXX XXXXxX, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada SARJONO HARJO
SAPUTRO,S.H.,MBA., M.HUM. DAN REKAN
Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya
Kaliori No.57 kalibagor Banyumas domisili
elektronik pada alamat email
Ibhshsbanyumas@gmail.com berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 yang telah
didaftar dalam Register Kuasa Nomor 199/2024
tanggal 27 Februari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD,
tempat kediaman di Rumah Kontrakan Bapak Kuat di
XXXXXX  XXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXX, XXXXXXKKK XXXXXXXK, XXXX XXXXXX, Sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal
26 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan dengan seorang laki-
laki bernama TERGUGAT (Tergugat) pada bulan Juni tahun 1999;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara

agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama
Salmin dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Warsito
dan Suganda dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai

3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

4, Bahwa antara Penggugat dengan suami tidak ada hubungan
mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena
sesusuan;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah Nenek Penggugat di Sumatera selama kurang lebih 5
(lima) tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa
XXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama kurang
lebih 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan
hubungan suami“isteri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada
pihak ketiga yang merasa keberatan dan selama itu pula Penggugat dan
Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan
perceraian;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan
Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, karena pernikahan
tersebut tidak pernah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
9. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari
Pengadilan Agama Banyumas guna dijadikan sebagai alas hukum untuk
proses perceraian, serta untuk keperluan hukum lainnya;
10. Bahwa sejak awal tahun 2005 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan:
a. Ekonomi kurang, dimana Tergugat sudah tidak pernah
memberian nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga;
b. Tergugat memiliki sifat tempramental, apabila marah
mengucapkan kata-kata kasar dan bahkan memukul Penggugat
serta merusak barang-barang rumah tangga;
C. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
hingga memiliki 3 (tiga) orang anak dengan wanita tersebut;
11. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2010 antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Kuat,
sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat,
sampai sekarang selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun 1 (satu)
bulan;
12. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah
memberi nafkah kepada Penggugat;
13. Bahwa Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas
perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9
Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
huruf f;
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15. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT)

dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada sekitar bulan

Juni tahun 1999 di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Padang Cermin,

Kabupaten Pesawaran untuk mencatat perkawinan tersebut di Buku

Register Kantor Urusan Agama Padang Cermin;

4, Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

5. Menetapkan pembebanan semua biaya yang timbul dari perkara

ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., MHUM DAN REKAN
Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Kaliori
No.57 kalibagor Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21
Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banyumas dengan Nomor 199/2024 tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa, Penggugat menyatakan persetujuannya untuk berperkara
secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
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menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal
28/02/2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis
hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim
mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 21 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 199/2024 tanggal 27 Februari
2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan
Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi
bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan
memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara
aqguo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan
persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan
Perma Nomor 7 tahun 2022 perkara aquo diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan
memohon mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat tidak tinggal dialamat
yang dituju;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor

321/Pdt.G/2024/PA.Bms

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 159.000,00 ( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.l., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tiara
Melda Azmila, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Nana, S.Ag., M.H. Syarifah Ishaeni, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota
ttd

Mustolich, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Tiara Melda Azmila, S.H.
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Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
3. Panggilan : Rp. 14.000,-
4. PNBP : Rp.  20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000.,-
Jumlah Rp. 159.000,-

( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin
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